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PAJAK PENGHASILAN
Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya
melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut
dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena
itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan
berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.
Di Indonesia, pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, undang-undang ini sebenarnya telah
mengalami beberapa kali perubahan. Berikut ini perkembangan Undang-Undang
pajak penghasilan di Indonesia:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan
undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-
Undang Pajak Penghasilan ini dapat dsebut sebagai Undang-Undang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984,
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Ruang Lingkup Undang-Undang Pajak Penghasilan

e Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak
penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

e Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh
penghasilan. Subjek pajak ini disebut juga sebagai wajib pajak.

Ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Ketentuan Umum Undang Undang Pajak Penghasilan
Ketentuan umum berisi tentang batasan pengertian, definisi dan seluruh hal
yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan. Pada undang-undang
ini, ketentuan umum tertulis sebagai berikut: Pajak Penghasilan dikenakan
terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2. Subjek Pajak Penghasilan



Subjek pajak penghasilan berasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Adalah

e Orang pribadi atau perseorangan.

e Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.

e Badan yang terdiri dari PT, CV, BUMN, BUMD, badan dan bentuk usaha
tetap, persekutuan, perseroan, perkumpulan lainnya, firma, kongsi,
perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh objek pajak penghasilan adalah:

e Gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan
lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan.

e Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.

e Laba bruto usaha.

e Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk
keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,anggota,
serta karena likuidasi.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, perlu diketahui
terlebih dahulu mengenai Penghasilan Kena Pajak. Cara perhitungan pajak
penghasilan dan seluk beluknya diuraikan dalam Bab IV Undang-Undang
Pajak Penghasilan.

Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan
Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur juga mengenai pelunasan pajak
dalam tahun berjalan yakni:

1.

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh
wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan
pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak
sendiri.  Pelunasan dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang
ditetapkan menteri keuangan.

Pelunasan pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain
serta pembayaran pajak oleh wajib pajak tersebut, merupakan angsuran pajak
yang akan dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang untuk
seluruh tahun pajak yang bersangkutan.

Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar oleh wajib
pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan
terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.



Ketentuan lainnya

e Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh dalam undang-undang
perpajakan adalah diterapkannya perlakukan yang sama terhadap wajib pajak
atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama,
dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Ketentuan Penutup

e Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Pajak Penghasilan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e Penjelasan lebih rinci terkait pajak penghasilan dapat dilihat langsung dari
dokumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

e Perlu juga diketahui, bahwa ada aturan lain yang merupakan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,yaitu Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak.

1. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:
1. Perorangan
1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak;

2. Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan
Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Bentuk Usaha Tetap

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha
yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin
dan peralatan. Bentuk usaha tetap juga mencakup orang pribadi atau badan
selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas
nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak
bertempat kedudukan di Indonesia.

Dalam undang-undang, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak
tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan



perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan, untuk pengenaan
pajak penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensi sendiri dan tidak
termasuk dalam pengertian badan.

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;

b. cabang perusahaan;

c. kantor perwakilan;

d. gedung kantor;

e. pabrik;

f. bengkel;

g. gudang;

h. ruang untuk promosi dan penjualan;

I. pertambangan dan penggalian sumber alam;

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;

I. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas;

0. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dan

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,
atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan
kegiatan usaha melalui internet.

Untuk keperluan penghitungan pajaknya, subjek pajak badan dibagi ke dalam 2
kelompok Subjek Pajak, yaitu:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu:
a. Perorangan

e orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
atau orang pribadi yang dalam Pajak Penghasilan suatu tahun pajak
berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia;

o Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi
tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di
Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya.



b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit
tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

5. Kewajiban pajak subyektif badan dimulai pada saat badan tersebut
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat
dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.

Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat

timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat

warisan tersebut selesai dibagi.

2) Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia;
Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang
pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan
berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap.

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
di Indonesia.
Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang
pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh
penghasilan tersebut.

c. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha
Tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.



V.

Pajak Penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan bruto.
Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap BUT dimana pengenaan
pajak dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:
1. Perlakuan pajak sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri, dimana pajak
diterapkan dari laba neto BUT.
2. Perlakuan pajak sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, dimana pajak
diterapkan dari sisa laba setelah pajak yang siap dikirim ke negara
asal.

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
(Pasal 3 UU PPh)

Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah :

1. Badan perwakilan negara asing;

2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

e bukan warga negara Indonesia; dan

e di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta

e negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan dengan syarat:

« Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

« Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para anggota;

Organisasi  Internasional adalah  organisasi/badan/  lembaga/asosiasi/

perhimpunan/forum antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan

untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan
tertentu atau kesepakatan bersama.

. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:

» bukan warga negara Indonesia; dan

» tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau

ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan

untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi

internasional tersebut di Indonesia.

OBJEK PAJAK PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT 1 UU PPH)

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam
pengertian yang luas, yaitu bahwa Pajak dikenakan atas setiap tambahan



kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun
asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan
Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak
memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya
tambahan kemampuan  ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai
kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang
diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari
mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan
dapat dikelompokkan menjadi:

1) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti
gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara, dan sebagainya;

2) penghasilan dari usaha dan kegiatan;

3) penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak,
seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak
yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan

4) penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Yang menjadi Objek Pajak Wajib Pajak badan adalah penghasilan, yaitu:
» Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak,

» Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
« Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan,

« Dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, hononarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk
lainnya kecuali ditentukan lain dalan Undang-undang Pajak Penghasilan;
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau
anggota;

- keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

- keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
keturunan garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

wmn



10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan

antara pihak-pihak yang bersangkutan;
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya;
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha
koperasi;
Royalti;
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
Premi asuransi;
luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.
Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda
dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional.
Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha
berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak. Pajak Penghasilan
imbalan bunga; dan
surplus Bank Indonesia.
Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah
surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan
penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak
Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
(PASAL 4 AYAT 2 UU PPH)

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan,
dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan
ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri
terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari jenis transaksi tertentu.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar
tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat
Jenderal Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final.
Ketentuan ini diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final ini adalah:



VI.

1.

2.

penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya
pada saat penghitungan pajak akhir tahun,

pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau
saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung
pada saat penghitungan pajak akhir tahun,

biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang
dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan
sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi;

penghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh
perusahaan modal ventura;

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau
bangunan; dan

penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK (PASAL 4 AYAT 3 UU PPH)
Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan jenis-jenis penghasilan atau
penerimaan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi
bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai
penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun.
Jenis-jenis penghasilan dan penerimaan itu adalah sebagai berikut:

1.

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil
Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah dan
penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh badan
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk Koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan;

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal,

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas
(PT), Koperasi, BUMN atau BUMD, yang merupakan Wajib Pajak dalam
negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
berkedudukan di Indonesia, dengan syarat:

— dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan;



VII.

10.

— dalam hal penerima deviden adalah PT dan BUMN/D, kepemilikan saham
pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah
modal yang disetor;

— harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menkeu, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

Penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang bidang

tertentu, yaitu :

— deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia;

— obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia; dan

— saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;

Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5

(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin

usaha;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa

bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di

Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut:

— merupakan perusahaan kecil atau menengah atau yang menjalankan usaha
dalam sektor usaha yang ditetapkan Menkeu;

— sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada

semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundii dan hadiah tersebut

diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PASAL 7 PPH)

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap

penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam

negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak

penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam

pasal 7 PPH Penghasilan.

Perhitungan PTKP tersebut adalah:

1. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah
Penghasilan Tidak Kena Pajak.



2.

Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin
diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak
yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung
dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan
Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri paling sedikit sebesar
PTKP.

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda
dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya,
misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan
tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga)
orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi
tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai
penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Besarnya PTKP
Perubahan terbaru mengenai tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuali
dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 terhitung 1 Januari 2016 berlaku sbb:

Untuk diri WP Rp 54.000.000

Tambahan WP Kawin Rp 4.500.000

Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami
Rp 54.000.000

Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal
3 orang) Rp 4.500.000

atau berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan WP :

TK/0 = Rp 54.000.000
K/0 = Rp 58.500.000
K/1 = Rp 63.000.000
K/2 = Rp 67.500.000
K/3 = Rp 72.000.000

Namun, ketentuan PTKP terbaru ( PTKP 2016 ) untuk PPh Pasal 21 ini tidak
berlaku untuk:

Penghasilan bruto yang jumlahnya melebihi Rp 4.500.000,- sebulan; atau
Penghasilan tersebut dibayar secara bulanan.

PTKP terbaru ( PTKP 2016 ) untuk PPh Pasal 21 ini juga tidak berlaku
atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada
penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.



VIII.

PENGHASILAN KELUARGA ( PASAL 8 UU PPH)

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga
sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh
anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan
pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam
hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban Pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak
atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian
suaminya dan dikenai Pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak
dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai
yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:

a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan
b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya

dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:

a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan; atau

c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri.

Penghasilan neto suami-isteri dikenai Pajak berdasarkan penggabungan

penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh

masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan

neto mereka.

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan
apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam
tahun pajak yang sama. Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa”
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
menikah. Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah,
menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan
dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

PENGURANGAN PENGHASILAN ( PASAL 9 UU PPH)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang
saham, sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:



1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah

industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan

syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan;

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung
sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m
serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk

dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi
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PERHITUNGAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK.

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat
penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan
kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud,
Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak
semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak
badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib
Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas
dengan jumlah  peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan  untuk
menyelenggarakan  pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam
menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu,
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan

pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi:

a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau
pembukuan; atau

b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti
pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan sehingga mengakibatkan
peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui

maka peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan

penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto.

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan

neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-

menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan

dalam hal-hal:

a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang
lengkap, atau

b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata
diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau

data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma Penghitungan akan

sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan

pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan
kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari
tahun pajak yang bersangkutan.



XI.

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk
memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto. Apabila
Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur
Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut
dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan
besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal
dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar
negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk

menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara

biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma

Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak

dibedakan antara:

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak
penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai
berikut:

Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta 5%
50 juta sampai dengan 250 juta 15%
250 juta sampai dengan 500 juta 25%
Diatas 500 juta 30%

Ada tiga klasifikasi tarif yang berlaku bagi badan usaha yang penghasilan

brutonya berbeda-beda.

1. bagi badan usaha yang penghasilan bruto (peredaran brutonya) di bawah
Rp4.8 Miliar.

2. bagi badan usaha yang penghasilan bruto atau (peredaran brutonya) di atas
Rp4.8 Miliar dan kurang dari Rp50 Miliar.



3. bagi badan usaha yang penghasilan bruto (gross income-nya) lebih dari Rp50
Miliar

Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto)

(Rp) Tarif Pajak

1% x Penghasilan Kotor
(Peredaran Bruto)

{0.25 - (0.6 Miliar/Penghasilan
Kotor)} x PKP

Lebih dari Rp50 Miliar 25% x PKP

Kurang dari Rp4.8 Miliar

Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar



